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Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

' | Homor 10 tahun 1960 tentang nengadakan dan memungut Palak

Potong Ternak yang diubah pertana sampai dengan keempat ka

‘1inya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

. Pacitan Nomor 8 tahun 1983 tentang Perubahan keempat kali

o Peraturan Daerah xabupaten Daerah Tingkat II Pacitan No -

R mor 10 tahun 1960 tanggal 9 Juli 1983 yang disyahkan dmgan

S Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.588.33 -

. 829 tanggal 15 Oktober 1984, diumumkan dalam Lembaran Dae-

, * rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Seri 4 =

: IR tanggal 6 Desember 1984 audah tidak sesuai 1agi dengan ke

. o - _-\\h . adamn sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan -
' o Peraturan Daerah induk yang baru.

‘Menglngat. $ j. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang POkok-pokok -
o Pemerlntahan di Daersh 3 PR
2.'Unddng-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Fembentukan -
. Daerah-daerah Kabupaten dalam ‘Propinsi Jawa Timur 3
3, Yndang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan'
Unum Pajak Daersh ; - '
o _ ISP 8 Ordonaned . Pajak Potong tahun 1936 -
“H**'f“ :wp'i, 5 Undang-undaug Perindbangan Keuangan 1957 ;
M o " 6, Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ibkok-pokok Pe
" ternakan dan Kesehatan Hewan 3}
7. Peraturan Pemerintah Nomor.3 tahun 1957 tentang Penye - .
rahan Pajak legmra kepada Daerah., '

- Dengan peraetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupateniDaerah Ting-
kat II Pacitan,
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 TANG PAJAK POTONG TERMAK.

... . BAB I. ...
. KETENTUAN UMUM

i *Pasal 1

Dalam Pbraturan Daerah inl yang dlmaksud dengan Istllah @

Pemerintah Daerah. lalah PBmerintah Kabupaten Dgerah -

.Tingkat 11 Pacitan §

Kepala baerah. ialah Eupatl Kepala Daersh Tingkat 11
Pacitan § - : : :
DPRD, ialsh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten -

_ .. Daerah Tingkat II Pacitan ;-
: d._

Pajak Potong ternak, lalah pajak yang dlpungut karena-
memotong ternak piaraan sapi, kerbau, kuda, babi dan
domhe atau kamblng .

Ternak, ialah hewan piaraan yang kehidupannya, yakni -
mengenal tempat perkembang biakkannya serta manfaatnya
diatur dan diawasi oleh manusla eerta dlpellhara khu -

~Bue Bebagal penghasil bahan-bahan dan JaBa-JaBa yang

berguna bagl kepentingan hidup manusia

Ahli, ialah Dokter~dokter hewan, dan atau Barjana-Bar~
jana peternakan disamping Itu orang-crang lain yang -
berdasarkan pendidlkan dan 1llmu pengetahuannya ditetap

kan oleh Henteri sebagal ahli ;-

Hemotong, ialah nembunuh ternak atau Begala perbuatan-
yang nyata-nwata harue dianggap sebagal perslapan lang
sung ditujukan untuk membunuh atau tindakan-tlndakan -
aelanjutnya terhadap ternak yang dibunuh H

Pemotongan Darurat. lalah pemotongan ternak huruf b pa
aal ini yang terpakaa harus dllakukan karedm ¢

1» Ternak itu luka-luka akibat diserang blnatang buas-
‘atau karena kecelakaan, sehingga keadaan mengkhawa-

. tirkan hal mana harus dinyatakan oleh kepala Daerah

"atau Pejabat yang ditugasi untuk itu ;

2. Ternak itu berpexyakit menular dan karenanya untuk-
preventip atau pemberantasannya sehingga dianggap -
perlu ternak itu harus dlpotong setelah dinyatakan—
oleh ahli HR



3+ Ternak itu cacatiﬂqjqk dilahlrkan dan berdasarkan cacat
dimakaud menurut-keputusan ghli perlu dlpotong ;
4. Ternak sgkit yang dikhaWatirkan mati,

B Pemotongan hajad (pesta), ialah pemotongan ternak dlmaksud
huruf ¢ pasal ini bagl mercka yang tidak menjadlkan pemo -

—-—--tongan ternak dlmaksug_sebagal perusahaan atau mata pen -

caharian - o

Je pemotongan usaha, ialah pemotongan ternak sebagal dlmaksud
~ huruf. b'pasal ini bagl mereka yang menjadlkan pemotongan -

‘ternak- dimaksud sebagal perusghaan atau mata pencaharlan ;

ke Petugas pemungut pajék. ialah pegawal yang ditunjuk dan di

tetapkan oleh Xepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan-
pajak. _ :

‘Pasal 2

(1) . Untuk memotong ternak harus ada 13jln tertulis dari Burati-
~ Xepala Daerah Tingkat II Incitan atau pegawai pejabat yang
ditunjuk - ; '

(2) Iin aebagal dimaksud a?at (1) pasal ini diberlkan kepada-
yang berkepentingan apablla pajak telah lun,s dibayar pada

. waktu itu pula §’ - S

(3) Iiin tertulis dlmaksud ayat (1) paBal ind Belanjutnwa di -
sebut Surat Potong Bekaligus dianggap sebagal tanda bukti-
pembayaran pajak ;3

" (4) Warna dan bentuk serta ukuran Surat Potong ternak dlmaksud
ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah -

Tingkat II Pacltan. .

: BAB II
IETENTUA! PERIJIHAN

| IBBal 3

 Barang Blapa hendak memotong ternak guna keperluan perusahaan -
l.atau mata pencaharhkan, keperluan hajad (pesta) pemotongan daru-
- rat dan ataupun pemotongan ataB dasar ternak yang tldak dapat -
. lagl dlpergunakan Bebagal alat kerja produktlf harus mendapat_-.
- 431n bverupa Burat 131n atau burat Potong terngk dard fejabat -~
: be“enang. . S . .
' _ o PaBal 4 .
(1) Untuk memperoleh Surat potong ternak Bebagal dlmaksud pasal
3 peraturan Daerah ini” pemohon atau yang berkepentingan ha-
rus terlebih dahulu mlnta Surat Keterangan kepada Kepala -
Desa/xeiurahan setempat, dengan mencantumkan namla, alamat -
 aarta tujuan pemotongan ternak ;.
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(2) Dntuk memperoleh Surat_Xeterangan aebagal dlmaksud ayat'(1)

. pasal inl yang berkepentingan harus membawa dan atau menun-
jukkan Xartu ternak beaar/kecll yang hendak dlpotong kepada
Kepala Deea/xelurahan setempat ; '

(3) Apabila ternak yang hendak dipotong tersebut belum terdaf -

- tar atau memlllkl kartu ternak, maka petugaa/pegawal Kantor

| 'Desa/Kelurahan yang. dltunjuk untuk menangani hal tersebut -
.nendaftar.dan memerlksa-serta menelitl Termaauk Surat Kete-
rangan Jual beli ternak dimakaud.

Pasal 5

(1) deajlbkan bagl pemohon atau yang berkepentingan menunjuk -
 kan Surat Keterangan sebagal dlmaksud pasal 4 ayat (1) Pera
turan Daerah ini keﬁada Bupati Kepala Daerah atau Camat Ke-
‘pala ¥ilayah untuk selanjutnya guna memperoleh Surat potong

. ternak ;. .

(2) Surat pofong ternak sebagal dinaksud ayat 1 pasal ini dinya

' takan syah apablla telah ditanda tanganl oleh Pejabat yang-
berwenang atau Camat dan dilegalisasi oleh ehll atau peja -
bat yang ditunjuk -

(3) 1egalisasl oleh ahli sebagal d1maksud ayat 2 pasal ini sebs
gal buktl pertanggung Jawaban bshwa ternak yang hendak dipo
tong itu telah diperiksa dan ditelitl dlnyatakan sehat da -
glngnya dapat dikosmmsi oleh mesyarakat. -
E BAB 111

KETENTUAN PAJAK
Pasal 6

 Besarnya pajek ditentukan berdasarkan klasifikasl dan tujuan pe

notongan ternak yang hendak dlpotong setelah persyaratan yang-
ditentukan dipenuhi.

Pﬁﬂal "7

- Pajak ‘dipungut darl yang berkepentingan (wallb pajak) dimana -
_ _‘pembayaranrya dllakukan bersama dengan pemberlan ijin oleh peja '
. . bat berwenang/pemungut pajak.

Pasal 8 - -

: xlasirlkasi sebegaimana dlmaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini -~ -

ditentukan sebagal berikut -
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(1) Untuk seekor aapi, kerbau 817

a. Pemotongan guna keperiuan perusahaan atau mata pencaharian
sebesar Rp, 200Qy- ( dua ribu.rupiah )
| b, Pemotongan guna keperiuan hajed (peeta) sebesar Rp.1.500,-
e ~ ——._ ..(.seribu iima ratus_ruplah ) 3
S Ce Pemotongan darurat Bebeear Rpe. 1000,- (seribu ruplah),

(2) Uhtuk seeker kuda -

'a. Pemotongan guna keperiuan perusahaan atau mata pencaharian
" aebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 3 '
b, Pemotongan guna keperiuan hajad (peeta) Bebesar Rp.1,500,
( eeribu 1ima ratus rupiah ) T
¢, Pemotongan darurat eebeear Rp. 1000 - (eeribu rupiah)

(3) Untuk Beeker babi ¢

ae Pemotongan guna keperiuan perueahaan atau mata pencaharian
sebesar Rp. 3,000,- ( tiga ribu rupiah ) } S

b, Pemotongen guna keperiuan hejed ( pesta ) BebeBar seeesess

. Rps 2,500,- ( dua ribu iima’ratus-rupish ) ;

c; Pemotongan daruret Bebesar Rp. 2000.- (due ribu rupieh).

(4) Seekor kamhirg, domba atau biri-birl :-

e Pemotongan guna keperiuan perusahaan atau mata pencaharian
R sebesar Rp. 500,- (1ima ratus rupiah) } -
b, Pemotongan guna keperiuan hajad (peeta) sebesar Rp, 300.
-~ ( tiga ratus ruplah ) 3 |
Ce. Pemotongan derurat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

- o Teaol 4 .
. - Ketentuan pasal B Peraturen Daerah ini t:l.dak beriaku bag.l Pemc =
tongan ternak untuk kepentingan keagemaen. -

BB IV
KETENIUAK PEMOTONGAN DAN
LARANGAN - LARANGAN
Pasal 10_ .

Pemotongan ternak dapat dilakukan di Abotoir ( tempat pembanta -
ian resml ) atau tempat 1ain yang telah diijinkan dimana yang -
berkepentingan berdomisili dengan ketenthan tempat dimaksud baru
memenuhl syarat higiene/kesehatan.L |

| | © . Passl 11 |

P ' (1) Untuk ketentuan pemotongan guna keperiuan hajad(pesta) hanya

‘ dapat diijinkan kepada mereka yang berkepentingan apablia -
sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan ternak dimaksud-
sebagal mata pencaharian atau perusahaan ;
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- (2) Untuk nendtong ternak iembu, kerbau, kuda dan babl yang di -
kiasifikaeika n pemotongan darurat harus dinyatakan dengan -
berita Acara pemeriksaan oleh, pejabat berwenang bersama petu
gas ahif eebagal dimaksud peaal 1 huruf e Peraturan Daerah -
ini.

Pbsai 12
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(1) Diiarang memotong ternak tanpa memiiiki teriebih dshuiu Su -
- rat Potong ternak sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Pac
rah ini ;
(2) Ketentuan dimaksud ayat 1 paBal ini tidak beriaku terhadap =
ternak yang hendak dipotong sebagaimana pasal 1 huruf h amng-
ka 14 2, 3 dan 4 sehingga ternak dimaksud terpaksa harus di-
~ potong ; : '
(3) Dalam hail tersebut ayat 2 pasal Ini harus dikuatkan dengan -
Surat Keterangan PeJebat yang berwenang dalam waktu dua kaii
24 ( dua puluh empat ) jam sesudah ternak dimaksud dipotong-
dan dibayar iﬁnae pajaknya.

Pasal 13

(1) Daging ternak yang terasal dsrli pemotcngan untuk keperiuan -
hajed (peeta), dilarang t

as Dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemo-
- tongan ternak atau penjual daging sebagal perusahaan atau
mata pencaharian

b, Ditawarkan, dijuail, diserahkan atau diaimpan sebagal per

~ Bedlaan dipasar atau ditempat iain dimana daging diperjual

beilkan ;

¢s Diangkut keiuar 1ingkungan daerah Tingkat 11 Pacitan atau-
‘dimana ternak 1tu dipotong, kecuall jika pengangkutan di
maksud mendapat 1jin darl Bupati Kepala Daerash,

(2) Daging ternak dimaksud ayat (1) pasal ini adalah daging ter-
nak yang beium dimasak atau diolah,

Pasai 14

Barang slapa menjalankan pemotongan ternak atau penjualan daging
aebagal perusahaan atau mata pencaharian, dilarang membeii, me -
nawarkan,menyerahkan dan atau menjimpan sebagal persiapan/perse-
diaan antuk dijual atas daging yang berasal dari ternak-ternak -
yang dipotong tanpa seijin pejabat berwenang atau hanya dibayar-
pajaknya untuk keperiuan hajad ( pesta ).
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Paﬂal 15

Barang alapa melangzar ketentuan-ketentuan dalam paaal 4.5.11 12
dan 13 Paraturan Daerah Inl dlancam pidana kurungan aelama-lama—-
rya 3 (tlga) bulan atau dcnden sebanyak-banyaknya Rp.so.ooo,

( lima puluh rlbu rupiah )e - S

O BAB,VIiy .
.. PSNYIDIKAN
Paaal 16

Selaln oleh Pejabat Penyldlk Umun, ‘penyldlkan atas tlnda,; pidana'
sebagalnana dimakeud dalam pa8al 15 Peraturan Daerah inl dilaku-'
- kan oleh ijabat Penyldlk Pegawal Negeri Sipll dlllngkunganm Peme
’  rlntah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Pacitan yang pengangkatannya-
,fdltetapkan aeaual dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. . . - .
BAB VII ,
KETENTUAN PENUTUP

Paaal 17

-;“'Dengan herlakunya Pbraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah -

- Tingkat II Pacitan Yomor 10 tahun 1960 juncto Fomor 1 tahun 1970,
... Nomor 9 tahun 1972, Hbmor 3 tahun 1976 dan Nomor 8 tahun 1983 di
' nyatakan tldak berlaku lagig :

. : PaBal 18
: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Inl aepanjang -
' mengenahi pelakaanaannya akan ditetapkan lebih 1anjut oleh Kepala
.Daerah, " : .

o _ | PaBal. 19 - \ |
'fPératufan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan.

 Pachtan, 27 Pebruerl 1987

" DEWAN FBRVAKIDAN RAKYAT DAERAH . BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II .
- KABUPATEN DAERaH nmxm IIPACITAN ~ ~ PACITAN |
S UERTIA, e
Cap. ttd, . Cape - ttds

 SOEXATNO . MOCHUR AEDULKADIR.
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D1sahkan dengan Surat Keputusan.nenteri Dalam Nbgeri tanggal -
19 - 8 «~ 1987 Nomor 973.52%.35~-1156.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN
e .o i - UMUM DAN OTONOMI DAERAH

DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINIAHAN
DAERAH

Cap. ttd.

Dre., H. SOEMARNO

L

Coee e

Dlundangkan dalam Lembaran Daersh Kabupaten Daersh Tingkat IT -
Pacitan tanggal 31 = 10 = 1987 Nomor 3 Seri A tahun 1987,

" An, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 PACITAN
 Sekretarls Wllayah/Daerah

TN —

prs. SUPARDJIMIN
HIP. 010 049 524




